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PERATURAN  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 184 TAHUN 2011 
TENTANG 

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran masyarakat 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui 
lembaga kesejahteraan sosial perlu adanya pedoman bagi 
Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan 
Sosial  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430);  

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4165); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4027); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

  10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4584); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4737); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 
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 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota; 

 20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang 
Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial; 

 21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang 
Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan 
Daerah Kab/Kota; 

 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik 
Indonesia;               

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA 

KESEJAHTERAAN SOSIAL. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  
1. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah 

organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

2. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 
yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan 
hukum.  

3. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai 
badan hukum. 
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4. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang 
didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana 
organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah 
mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk 
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.  

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial. 

7. Tipologi LKS adalah pengelompokan atau pembagian tipe LKS 
berdasarkan karakteristik. 

BAB II 
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Tujuan pendirian LKS sebagai wujud peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Kedudukan, Peran dan Fungsi, 
Lingkup Wilayah dan Tipologi, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan 
Perizinan LKS, Sumber Daya, Koordinasi, Kewenangan, Pendanaan, 
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, 
Penghargaan dan Dukungan, dan Sanksi Administratif 

BAB III 
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI  

Pasal 4 
LKS berkedudukan baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang bersifat 
otonom dan mandiri. 

Pasal 5 
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran : 
a. mencegah terjadinya masalah sosial; 
b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah 

kesejahteraan sosial; dan 

c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. 
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